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KUALIFIKASI PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM 

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 

TENTANG PEMILIHAN UMUM 

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

 

KETENTUAN PENYELESAIAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU  

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

 

 

Pasal 195 

Tindak Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran, 

yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan 

umum. 

 

Pasal 197 

(1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 

(2) Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan 

Mahkamah Agung. 

 

Catatan : 

 Penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri dapat diselesaikan dengan 

acara pemeriksaan biasa dan dengan acara pemeriksaan singkat, hal ini 

tergantung penuntut umum untuk menentukan sesuai diskresi penuntut umum.  

 

 

Pasal 198 

(1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu 

Presiden dan WakilPresiden paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan 

berkas perkara. 

(2) Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan banding,permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah 

putusan dibacakan. 
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(3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada 

pengadilan tinggi palinglama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. 

(4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) palinglama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding 

diterima. 

(5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

putusan terakhir danmengikat serta tidak ada upaya hukum lain. 

 

Pasal 199 

(1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dan ayat 

(4) harus sudahdisampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari 

setelah putusan dibacakan. 

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 harus 

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)hari setelah putusan diterima oleh jaksa. 

 

Pasal 200 

(1) Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden yangmenurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan 

suara Pasangan Calon harus sudah selesaipaling lama 5 (lima) hari sebelum 

KPU menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secaranasional. 

(2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan 

pengadilan sebagaimanadimaksud pada ayat (1). 

(3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah 

diterima KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan Pasangan Calon 

pada hari putusan pengadilan tersebutdibacakan. 

 

 

KUALIFIKASI PELANGGARAN PIDANA PEMILU  

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

 

Pasal 202 

Dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan uang atau materi lainnya 

kepada pemilih lainnya supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih 

pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu 

sehingga surat suaranya tidak sah. 
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Pasal 203 

Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau 

diri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih 

 

 

Pasal 204 

Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan 

kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalang-halangi 

seseorang untuk terdaftar sebagaiPemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

menurut Undang-Undang ini. 

 

Pasal 205 

Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam melaksanakan verifikasi kebenaran 

dan kelengkapan administrasi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (3). 

Pasal 206 

Dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau tidak memperbaiki Daftar Pemilih 

Sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Pasangan Calon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4). 

 

Pasal 207 

Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu 

kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas 

Pemilu Luar Negeri dalam melakukan penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih 

Sementara, perbaikan Daftar Pemilih Sementara, penetapan Daftar Pemilih Tetap, 

yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). 

 

Pasal 208 

Dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau 

menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 

surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi Pasangan Calon. 

 

Pasal 209 

Dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap. 
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Pasal 210 

Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa 

Kampanye. 

 

Pasal 211 

Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa 

Kampanye. 

 

Pasal 212 

Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakanyang 

menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa 

Kampanye. 

 

Pasal 213 

Dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan 

oleh KPU untuk masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40. 

 

Pasal 214 

Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, 

atau huruf i. 

 

Pasal 215 

Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai 

imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar 

tidak menggunakanhaknya untuk memilih, atau memilih Pasangan Calon tertentu, 

atau menggunakan haknya untuk memilihdengan cara tertentu sehingga surat 

suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j. 

 

 

Pasal 216 

Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2). 

 

 

Pasal 217 

Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3). 
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Pasal 218 

Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dan ayat (5). 

 

 

Pasal 219 

Melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan 

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a. 

 

 

Pasal 220 

Memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2). 

 

 

Pasal 221 

(1) Menerima dan tidak mencatatkan dana Kampanye berupa uang 

dalampembukuan khusus dana Kampanye dan/atau tidak menempatkannya 

pada rekening khusus danaKampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 97. 

(2) Menerima dan tidak mencatatkan berupa barang atau jasa dalam 

pembukuankhusus dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97. 

 

Pasal 222 

(1) Menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan 

tidakmelaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara. 

(2) Menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidakmelaporkan 

dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan 

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 103 ayat (2). 

 

Pasal 223 

Melanggar larangan menggunakan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

103 ayat (4). 

 

Pasal 224 

Dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya 

Kampanye. 
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Pasal 225 

(1) Karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraanPemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat desa/kelurahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena 

kesengajaan. 

Pasal 226 

Dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

 

Pasal 227 

Dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).  

 

Pasal 228 

Mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau hasil jajak pendapat 

dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih. 

 

Pasal 229 

Dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). 

 

Pasal 230 

Dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat. 

 

Pasal 231 

Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1). 

 

Pasal 232 

Dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang 

atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau 

memilih Pasangan Calon tertentuatau menggunakan hak pilihnya dengan cara 

tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. 

 

Pasal 233 

Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau 

menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan 
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kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan 

pemungutan suara. 

Pasal 234 

Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih 

menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat 

tambahan suara atau perolehan suara Pasangan Calon menjadi berkurang. 

 

Pasal 235 

Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain. 

 

Pasal 236 

Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu 

kali disatu TPS/TPSLN atau lebih. 

Pasal 237 

Dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara. 

 

Pasal 238 

Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya 

pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa 

ditinggalkan. 

Pasal 239 

Dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah 

disegel. 

Pasal 240 

Dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada 

Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang 

rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2). 

 

Pasal 241 

Dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2). 

 

Pasal 242 

(1) Karena kelalaiannya mengakibatkanhilang atau berubahnya berita acara hasil 

rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan 

suara. 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena 

kesengajaan. 
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Pasal 243 

Dengan sengaja karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita 

acara pemungutan danpenghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan 

suara yang sudah disegel. 

 

Pasal 244 

Dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat 

hasil penghitungan suara. 

 

Pasal 245 

(1) Dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapancalon Presiden dan Wakil 

Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama. 

(2) Dengan sengaja menarikcalonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah 

ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaanpemungutan suara putaran 

pertama. 

Pasal 246 

(1) Dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutansuara putaran pertama 

sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua. 

(2) Dengan sengaja menarikcalonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah 

ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran 

kedua. 

 

Pasal 247 

(1) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di 

TPS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) sementara persyaratan 

dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi. 

(2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan 

KPU kabupaten/kotauntuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS. 

 

Pasal 248 

Dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi 

penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

 

Pasal 249 

Dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan 

suara Pasangan Calon. 

 

 

Pasal 250 
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Dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan 

dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi 

Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS, 

PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dan 

ayat (3). 

Pasal 251 

Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara 

tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil 

penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN 

pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) dan ayat (5). 

 

Pasal 252 

Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu 

kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6). 

 

Pasal 253 

Tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140. 

 

Pasal 254 

Tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara 

nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

Pasal 255 

Mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara. 

 

Pasal 256 

Melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil 

penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden. 

 

Pasal 257 

Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2). 
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Pasal 258 

Dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU 

kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

 

Pasal 259 

Dalam hal penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melakukan 

pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 208, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 227, 

Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, Pasal 239, Pasal 

241, Pasal 243, Pasal 244, dan Pasal 248, sanksi pidana bagi yang bersangkutan 

ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal 

tersebut. 

 

Catatan : 

 Sifat pemidanaan dalam pelanggaran pidana pemilu dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 adalah kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana 

penjara dan pidana denda. 

 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden menganut azas pemidanaan minimal dan maksimal, artinya dalam 

menjatuhkan pidana baik pidana penjara maupun pidana denda tidak boleh 

kurang dari ancaman pidana minimal dan tidak boleh lebih dari ancaman 

pidana maksimal. 

 Agar setiap Ketua Pengadilan Negeri mengawasi dan memantau dengan tertib 

penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan 

melaporkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Hakim dalam 

penanganan penyelesaian pelanggaran pidana pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden. 

 

 

 

 

 

H. LEXSY MAMONTO, SH.,MH 

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA 

 


